PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 2 TAHUN 1961
TENTANG
BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN Tl NDAKAN PENGUASA PERANG
TERTINGG DO DAERAH DAERAH Tl NKAT | BALI DAN KALI MANTAN TENGAH
BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang:

1. bahwa ber hubung dengan penghapusan keadaan bahaya di Daer ah- daerah
Tingkat | Bali dan Kalinantan Tengah, berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia No. 353 Tahun 1960, naka perlu nenentukan
berl akunya untuk senentara waktu beberapa peraturan dan tindakan
Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah itu, dengan naksud untuk
nenghi ndari adanya kehanpaan hukum dalam nasa peralihan Kkarena
penghapusan keadaan bahaya yang tersebut di atas;

2. bahwa berhubung dengan kedudukan peraturan dan tindakan itu, naka
ketentuan yang di maksudkan di atas, perlu ditetapkan sendiri ol eh
Presiden Republik Indonesia sebagai yang nenegang kekuasaan
Perrer i nt ahan;

Mengi ngat :

1. Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 353 Tahun 1960 ber hubungan
dengan Nonor 3 Tahun 1963 dan Nonor 315 Tahun 1959;

2. Pasal 8 ayat (3), (4 dan (5) ketentuan Peraturan Penerintah
Pengganti UWhdang- undang Nonor 23 Tahun 1959 (Lenbaran Lenbaran Tahun
1959 Nomor 139 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1908) tentang keadaan
Bahaya, sebagai nana tel ah di ubah kermudi an dengan ket entuan Perat uran
Pereri ntah Pengganti Uhdang-undang Nonor 52 Tahun 1960 (Lenbaran
Negara Tahun 1960 Nonor 170 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2113)
yang nasing-nasing telah nenjadi Uhdang-undang karena Undang- undang
Nonor 1 Tahun 1961 (Lenbaran Negara Tahun 1961 Nonor 3 - Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 2124) ber hubung dengan Pasal 4 ayat (1) Unhdang-
Undang Dasar;

MEMUTUSKAN

Menet apkan :

PERATLRAN TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TI NDAKAN PENGUASA
PERANG TERTINGI DO DAERAH DAERAH TINGKAT | BALI DAN KALI NANTAN TENGAH
BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA

Pasal 1

Per at ur an- per at uran/ ti ndakan-ti ndakan Penguasa Perang Tertinggi, Yyang
berl aku di daerah-daerah yang berlangsung dal am keadaan darurat sipil,
keadaan mliter dan keadaan perang, yang tersebut di,bawah ini :

1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nonor 3 Tahun 1960 Lenbaran
Negara Tahun 1960 No. 67 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1968)
tentang Penbatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengununan,
penyanpai an, penyebaran, perdagangan dan/atau penenpel an sur at - kabar
atau maj al ah yang nenpergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf
Arab atau huruf daerah | ndonesi a;



2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nonmor 5 Tahun 1960 (Lenbaran
Negara Tahun 1960 Normor 88) tentang Penbatasan terhadap pencetakan,
pener bi t an, pengununan, penyanpai an, penyi npanan, penyebar an,
perdagangan dan/atau penenpel an tulisan-tulisan berupa apapun juga
| uki san- 1 uki san, klise-klise dan ganbar-ganbar yang nengenai
pel aksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan
Presiden No. 13 Tahun 1960;

3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nonmor 7 Tahun 1960 (Lenbaran
Negara tahun 1960 Nonor 108) - Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2047)
tentang kegi at an-kegi atan politik sel ama dal am keadaan bahaya;

4., Peraturan Penguasa Perang Tertinggi MNonor 10 Tahun 1960 (Lenbaran
Negara Tahun 1960 Nonmor 116 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2051)
tentang | zin Terbit terhadap penerbitan surat kabar dan naj al ah;

5. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi MNonor 10 Tahun 1960 (Lenbaran
Negara Tahun 1960 Nonmor 161 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2108)
tentang Kewaj i ban nel apor kan/ menberi ket er angan- ket er angan nengenai
ger ak- geri k kapal ;

6. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nonor 1 Tahun 1961 (Lenbaran
Negara Tahun 1961 Nonmor 4 -Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2133)
tentang Perubahan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nonor 7 Tahun
1960 tentang kegi at an-kegi atan politik sel ama dal am keadaan bahaya;

7. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nonmor 2 Tahun 1961 (Lenbaran
Negara Tahun 1961 Normor 11 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2151)
tent ang Pengawasan dan penbi naan terhadap pencet akan swast a;

8. Peraturan penguasa Perang Tertinggi Nonor 3 tahun 1961 (Lenbaran
Negara Tahun 1961 Nonor 12) tentang Larangan adanya QO gani sasi yang
tidak mau nenerina dan nenpertahankan Manifesto Politik;

9. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nonmor 5 Tahun 1961 (Lenbaran
Negara Tahun 1961 Nonor 16 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonmor 2155)
tentang Larangan adanya organi sasi "Rotary-d ub";

10. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nonmor 6 Tahun 1961 (Lenbaran
Negara Tahun 1961 Nonmor 17 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2156
tentang Larangan adanya organi sasi "Devine Life Society"”;

11. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nonor 7 Tahun 1961 (Lenbaran
Negara Tahun 1961 Nonmor 18 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2157)
tentang Larangan adanya organi sasi "Wijnmetsel aran-Loge (Loge Agung
| ndonesi a) ", "Mral Rearmanent Myvenent” dan "Ancient Mstical
Q gani zati on of Rucen-Qui ser (Amrc)";

12.  Peraturan penguasa Perang Tertinggi Nonor 8 Tahun 1961 (Lenbaran
Negara Tahun 1961 Nonor 19 - Tanbahan Lenbaran Negara Nonmor 2158)
tentang | arangan adanya organi sasi "Li ga Denokrasi";

dan semua ketentuan pel aksanaannya, dipertahankan berlakunya di Daerah-

daerah tingkat | Bali dan Kalinmantan Tengah, untuk selama enpat bul an,

nul ai pada tanggal 1 April 1961 sanpai dengan tanggal 31 J uli 1961.

Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penenpat an dal am Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1961



PRES DEN REPUBLI K | NDONES A,
Ttd.
SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1961
SEKRETAR S NEGARA

Ttd.
MOHD, | GHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMR 2 TAHUN 1961

t ent ang
BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TI NDAKAN PENGUASA PERANG
TERTI NG D DAERAH DAERAH TI NGKAT | BALI DAN KALI MNANTAN TENGAH

BERH.BUNG DENGAN PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA

PENJELASAN UMUM

Ber hubung dengan adanya penghapusan keadaan bahaya di Daer ah- daerah ti ngkat
| Bali dan Kalinmantan Tengah sebagai mana ditetapkan dalam keputusan
Presiden Republik Indonesia Nonor 353 tahun 1960 yang mul ai berlaku nanti
pada tanggal 1 April 1961, naka perlu nenentukan kedudukan berlakunya
beber apa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang pada tanggal
31 Maret 1961 nasih berlaku di daerah-daerah itu, dengan naksud untuk
nenghi ndari adanya kehanpaan hukum dal am nmasa peral i han perubahan ti ngkat an
keadaan bahaya yang tersebut diatas. Peraturan dan tindakan-tindakan
tersebut di kel uarkan berdasarkan kewenangan Presiden sebagai yang nenegang
kekekuasaan Penerintah. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 8 ayat (3),
(4) dan (5) ketentuan Peraturan Penerintah Pengganti Unhdang-undang tentang
Keadaan Bahaya berhubungan dengan pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar.
Qeh karena itu, maka perlu di atur dengan Peraturan Presiden.

Sel anj ut nya tidak nenerl ukan penj el asan pasal dem pasal .

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1961 NOMIR 31
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMIR 2166



